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ABSTRAK

“REFERENDUM TURKI DI ERA PRESIDEN RECEP TAYYIP ERDOGAN”

Dalam negara yang demokratis, memiliki beberapa mekanisme dalam pengambilan
sebuah keputusan, di antaranya pemilu, sidang, rapat dan salah satunya referendum. Referendum
adalah suatu proses pemungutan suara semesta untuk mengambil sebuah keputusan, terutama
keputusan politik yang mempengaruhi suatu negara secara keseluruhan, seperti
adopsi, amandemen konstitusi, undang-undang baru, atau perubahan wilayah suatu negara. Turki
sebagai negara demokratis yang menjamin adanya referendum dalam konstitusinya. Dibuktikan
dengan langkah parlemen Turki yang menyetujui rancangan reformasi konstitusi pada awal
bulan Januari 2017 yang kemudian berhasil dilaksanakan pada hari Minggu, 16 April 2017 di
Istanbul. Demikian penulis meneliti alasan pokok yang mendasari pemikiran Presiden Recep
Tayyip Erdogan dalam melakukan referendum Turki perspektif Siyasah Syar’iyah dan Siyasah
Dusturiyyah.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan melihat
landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis mengenai kebijakan Presiden Recep Tayyip Erdogan
dalam merubah konstitusi Turki dari sistem parlementer menuju ke presidensil, dengan
menggunakan sumber buku jurnal, naskah maupun artikel yang terkait.

Berdasarkan data yang diperoleh dengan menggunakan metode dan pendekatan di atas,
menjelaskan bahwa hasil dari penelitian ini adalah pertama, dasar pemikiran dari Presiden Recep
Tayyip Erdogan adalah semata-mata untuk mencegah aksi kudeta dari militer Turki yang dapat
mengancam demokrasi di Turki, kedua, tahapan yang ditempuh Presiden Recep Tayyip Erdogan
dalam mereferendum konstitusi Turki merupakan tahapan yang bijak sebagai presiden. Sebab
sebagai kepala negara ia tidak sewenang-wenang dalam menentukan keputusan, melainkan
dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk dapat diberlakukan.

Kata kunci : Referendum Turki, Siyasah Syar’iyyah, Siyasah Dusturiyyah, Presiden
Recep Tayyip Erdogan.
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MOTTO

Hiduplah bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah, mereka melemparinya
dengan batu tetapi ia membalasnya dengan buah”

Abu Hamid Al Ghazali
(filsuf muslim asal Persia 1058-1111)

“Orang yang hebat adalah orang yang mampu menjaga dirinya sendiri dan hawa
nafsunya”

(Afif Faozy)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal
22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal
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viii

HurufArab | Nama Huruf Latin Keterangan

| Alif Tidak dilambangkan

< Ba’ B Be

< Ta’ T Te

< sa’ $ s (dengan titik di atas)

z Jim J Je

z H&’ h Ha (dengan titik di bawah)
z Kha’ Kh K dan h

N Dal D De

3 Zal V4 Z (dengan titik di atas)

) Ra’ R Er

J zZa’ z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy Es dan ye

o= Sad $ Es (dengan titik di bawah)




o= Dad
b T&

L z&

¢ ‘Aln

¢ Gain
s Fa’

a Qaf

4 Kaf

J Lam

N Mim
o Nin

K Wawu
J Ha’

¢ Hamzah
< Ya’

De (dengan titik di bawah)
Te (dengan titik di bawah)
Zet (dengan titik di bawah)
Koma terbalik ke atas

Ge

Ef

Qi

Ka

Ha
Apostrof

Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

Ditulis

Ditulis

Muta’addidah

‘iddah
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C. Ta’ Marbatah di akhir kata
1. Bilata’ Marbatah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab yang

sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

ils Ditulis hikmah

-

REPTS Ditulis Jizyah

2. Bila ta’ Marbatah diikuti dengan kata sandang ““al’ serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan h

BEPNESES Ditulis Karamah al-auliya’

3. Bilata’ Marbatah hidup dengan harakat fathas, kasraz dan dammah ditulis t

ki) 385 Ditulis Zakat al-fir

D. Vokal Pendek

fathah Ditulis A
Kasrah Ditulis |
dammah Ditulis U

E. Vokal Panjang

Ry

1 | fathah+alif Ditulis

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.04.2019)



Olals Ditulis Jahiliyyah
fathah+ya’ mati Ditulis A

i i Ditulis Tansa
Kasrah+ya’ Mati Ditulis I

’ RS Ditulis Karim
dammah+wawu mati Ditulis U

* s Ditulis furid

F. Vokal Rangkap

fathah+ya’ mati Ditulis Ai

' &4y Ditulis bainakum
fatha/+wawu mati Ditulis Au

i Jis Ditulis Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda

apostrof ()
1 | A Ditulis a’antum
2 | &Ka i Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

xi
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1. Bila kata sandangAlif+Lam diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan al.

J"js’ﬂ

e

C

Ditulis

Ditulis

Al-Qur’an

Al-Qiyas

2. Bila kata sandang Alif+Lamdiikuti Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan

huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf | (el)-nya.

Ll

o % “

Ditulis

Ditulis

as-Sama

as-Syams

. Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).
J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

sas Al )

GL A

Ditulis

Ditulis

Zawr al-furiid

ahl as-Sunnah

K. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus

Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
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b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang
menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko

Hidayah, Mizan.

Xiii

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.04.2019)



KATA PENGANTAR
N [EVRG - TJ

o il S Ml § ¢l g Ladl) | gl et 4o g o Cpralad) Oy didaall
il e 22Ul 5 o0l L)) sal (o Gl dn g e Gpalal) )
2l ¢ paaal @&ai}di PRSPV PRI eQ..,\Su)AM};\:L)J‘Y\

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang
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kepada Baginda Nabiyullah Muhammad SAW, Yang telah menuntun manusia dari

jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang agar tercapai kebahagiaan hidup

dunia dan akhirat.
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kasih kepada berbagai pihak yang ikut berperan dalam menusun skripsi ini, yang
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Xiv

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.04.2019)



penyusun dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran
dan bijaksana.

6. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga khususnya program studi Hukum Tata Negara
(Siyasah) yang telah memberikan ilmunya selama penyusun mengikuti
perkuliahan.

7. Ayahanda Muchtar Mujdtahid dan Almbh. Ibu Sri Siswati yang selalu menyayangi
serta mendukung langkah penyusun dalam segala hal.

8. Kakak saya Muhtar Habibi dan kedua adik saya Chyntia Aminova Diana
Siskawati, Bachtiar Yusuf yang selalu memberi dukungan selama penyusun
menempuh studinya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Desy Pitaloka selaku teman hidup saya yang setia menemani saya dari 0 hingga
sekarang ini.

10. Teman karib saya M Ridwan, SH yang rela dan ikhlas meminjamkan laptopnya
kepada penyusun untuk dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman dekat saya M Sulton Adibi dan Aby Hudaifah yang senantiasa menemani
saya ketika kerepotan dalam menyusun skripsi dan yang selalu menhibur saya
dalam keadaan susah.

12. Nur Husna Janah selaku anggota saya ketika di pondok pesantren dulu yang Kini
telah mendahului saya dalam bidang akademik dan yang telah membantu saya
dalam menyelesaikan skripsi ini, tanpa bantuannya belum tentu skripsi ini akan
cepat selesai seperti yang di harapkan.

13. Ibu Inayati Ghufron selaku tante saya yang telah membimbing dan mensupport
saya dalam menyusun skripsi.

14. Keluarga besar Bani Zuhdi, Bani Taufik dan Bani Muhyidin yang selalu
membantu saya dalam berlangsungnya proses akademik di Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

15. Kepada teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2014 yang tidak bisa

disebutkan satu per satu.

XV

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.04.2019)



Penulis hanya dapat berdoa semoga mereka mendapatkan balasan kebaikan
yang berlipat ganda dari Allah SWT dan tercatat sebagai amal shalih. Penulis
menyadari kekeliruan sangat mungkin terjadi dalam penulisan karya ilmiah ini,
karenanya kritik dan saran membangun sangat dibutuhkan demi kesempurnaan skripsi
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang setiap warga
negaranya memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang menentukan
hidup mereka. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang
dipegang oleh rakyat atau rakyatlah yang mempunyai kedaulatan tertinggi. Demokrasi
mengizinkan warga negaranya untuk berpartisipasi baik secara langsung atau dengan
perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan juga pembuatan hukum. Demokrasi
mencakup kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang memungkinkan terjadinya praktik
kebebasan politik baik secara bebas dan setara'. Dalam setiap Negara yang
demokratis, tentu memiliki beberapa mekanisme pengambilan sebuah keputusan,
diantaranya seperti pemilu, sidang, rapat dan referendum.

Referendum adalah suatu proses pemungutan suara semesta untuk mengambil
sebuah keputusan®, terutama keputusan politik yang mempengaruhi suatu negara
secara keseluruhan, misalnya seperti adopsi atauiamandemen konstitusi atau undang-
undang baru, atau perubahan wilayah suatu negara.

Pada sebuah referendum, masyarakat yang memiliki hak pilih dimintai

pendapatnya. Hasil referendum bisa dianggap mengikat atau tidak mengikat. Sebuah

! Gunawan Sumodiningrat & Ary Ginanjar Agustian, Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan
dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia, (Bogor: PT. Sarana Komunikasi Utama, 2008),
him. 44.

’ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Republik Indonesia “Kamus Besar Bahasa Indonesia”
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referendum dianggap mengikat apabila pemerintah harus mengikuti seluruh jawaban
rakyat yang ada dalam hasil referendum. Apabila referendum tidak mengikat, berarti
referendum itu hanya digunakan sebagai fungsi penasihat saja, di mana hasil yang ada
tidak harus diikuti, namun menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan
keputusan selanjutnya’.

Turki sebagai Negara yang demokratis, menjamin adanya referendum dalam
konstitusinya. Dibuktikan dengan langkah parlemen Turki yang menyetujui rancangan
reformasi konstitusi pada awal bulan Januari 2017* dan berhasil dilaksanakan pada
hari Minggu tanggal 16 April 2017 di Istanbul. Dalam prosesnya, referendum tersebut
di menangkan oleh kubu ““Ya” atau pro pemerintahan, meski banyak pula masyarakat
sipil yang tidak setuju dengan adanya referendum tersebut, terutama partai oposisi.
Pasalnya, langkah tersebut hanya akan memperpanjang masa jabatan Presiden Recep
Tayyip Erdogan selaku Presiden dan kepala Negara pada masa sekarang ini, yang
kemungkinan besar dapat berkuasa hingga tahun 2029 nanti®.

Pada tahun 2014, Recep Tayyip Erdogan resmi menjadi Presiden Turki. Dalam

masa kepemimpinannya, Turki mengalami- banyak gejolak. Salah-satunya ialah aksi

* Rachmat04, “Pengertian Referendum” http://id.m.wikipedia.org/wiki/Referendum pada

tanggal 25 Juli 2018
Yeyen Rostiyani “Parlemen Sepakat Ubah Konstitusi Turki” diakses dari

https://republika.co.id/berita/koran/internasional-koran/17/01/17/ojwws617-parlemen-sepakat-
ubah-konstitusi-turki pada tanggal 26 Juli 2018

> Jabbar Ramdhani “Erdogan Menangkan Referendum, Turki Tinggalkan Sistem Parlementer”
https://news.detik.com/internasional/d-3475894/erdogan-menangkan-referendum-turki-tinggalkan-
sistem-parlementer pada tanggal 28 Juli 2018
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kudeta pada tanggal 15 Juli 2016 yang di lancarkan oleh tubuh militer Turki®. Sejak
pembentukan negara Turki modern di tahun 1923, Angkatan Bersenjata Turki (TSK)
telah melakukan kudeta tiga kali pada tahun 1960, 1971, dan 1980 dan intervensi
melalui memorandum militer pada tahun 1997. Secara historis, militer Turki
menganggap organisasinya sebagai penjaga dari Turki yang didirikan di bawah
Mustafa Kemal Atatiirk’, atau yang sering dikenal dengan sebutan kemalis.

Pada masa-masa menjelang upaya kudeta 2016, sidang ergenekon berlangsung,
yang dipandang sebagai usaha Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk membangun
kekuasaan warga sipil atas militer. Dalam sidang itu yang dipandang “sensasional”
dan “salah satu sejarah terbesar di Turki” 275 orang, termasuk perwira tinggi militer,
polisi, wartawan, pengacara dan akademisi dituduh merencanakan kudeta pada tahun
2003 dan 2004 sebagai bagian dari jaringan rahasia bernama ergenekon terhadap
Erdogan yang waktu itu adalah Perdana Menteri. Tuduhan ergenekon dicabut pada
bulan April 2016 oleh Mahkamah Kasasi, yang menyatakan keberadaan jaringan

tersebut tidak dapat dibuktikan®.

Pada-13-Juli, dua hari sebelum kudeta dilancarkan, Erdogan menandatangani

aturan hukum yang memberikan tentara Turki kekebalan dari peradilan ketika

6 Bayu Hermawan “Kelompok Militer Klaim Telah Berhasil Kuasai Turki” diakses dari
http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/16/07/16/0adsf9354-kelompok-militer-klaim-
telah-berhasil-kuasai-turki pada tanggal 28 Juli 2018

7 Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, “Upaya kudeta Turki 2016” diakses dari
https://id.wikipedia.org/wiki/Upaya kudeta Turki 2016 pada tanggal 28 Juli 2018

8 Bayu Hermawan “Kelompok Militer Klaim Telah Berhasil Kuasai Turki” diakses dari
http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/16/07/16/0adsf9354-kelompok-militer-klaim-
telah-berhasil-kuasai-turki pada tanggal 28 Juli 2018
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melakukan operasi keamanan dalam negeri, untuk mengajukan peradilan terhadap
komandan harus memerlukan persetujuan dari perdana menteri, sementara tentara
pangkat yang rendah cukup dengan persetujuan gubernur. Aturan hukum tersebut
dipandang sebagai bagian dari détente antara pemerintah dan Angkatan Bersenjata,
karena belakangan ini militer telah mengambil alih operasi militer di wilayah yang
dihuni warga Kurdi yang sebelumnya dilakukan oleh polisi dan unit paramiliter®.

Dari latar belakang tersebut, memicu terjadinya kudeta yang dilancarkan oleh
angkatan bersenjata Turki untuk mengambil alih kekuasaan pemerintah yang
menurutnya mengancam demokrasi serta sekularisme di Turki. Akan tetapi uapaya
kudeta tersebut dapat di gagalkan oleh pemerintahan rezim Erdogan dan para warga
sipil yang turun kejalan untuk menghentikan aksi tersebut karena tidak ingin kejadian
masa lampau terulang kembali. Permasalahan diatas merupakan pokok utama Presiden
Recep Tayyip Erdogan untuk melakukan referendum guna mencegah terjadinya
konflik internal di Negara Turki.

Dari permasalahan diatas, maka penulis mencoba meneliti alasan pokok yang
mendasari pemikiran-Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam melakukan referendum
Turki yang berlangsung pada 16 April 2017. Selanjutnya penelitian ini akan penulis
sajikan dalam bentuk-skripsi- dengan ‘judul” “Referendum Turki ‘di Era Presiden

Recep Tayyip Erdogan”

? Liston P Siregar, “Polarisasi di referendum Turki 'tidak ganggu' kehidupan warga” diakses
dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia-39620824 pada tanggal 28 Juli 2018
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B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana dasar pemikiran Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam melakukan

referendum terhadap konstitusi Turki perspektif Siyasah Syar’iyyah?

2. Bagaimana tahapan referendum yang dilakukan oleh Presiden Recep Tayyip

Erdogan perspektif Siyasah Dusturiyyah?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan dasar pemikiran Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam melakukan

referendum terhadap konstitusi Turki.

2. Menjelaskan tahapan referendum yang dilakukan oleh Presiden Recep Tayyip
Erdogan perspektif Siyasah Dusturiyyah.

Serta penelitian ini berguna untuk :

1. Untuk memberikan bahan kajian ilmiah dalam memperkaya literatur untuk bahan
penelitian selanjutnya.

2. Memberikan-kontribusi pemahaman yang lebih jelas mengenai teori-teori Islam
dalam mengupas segala permasalahan yang ada, terutama masalah mengenai
referendum dari setiap negara.

D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka digunakan untuk menentukan posisi penulis dalam sebuah

penelitian yang dapat membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang
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dilakukan oleh peneliti lain. Berikut adalah karya ilmiah yang dijadikan telaah pustaka
seputar tentang Turki di era pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan :

Pertama, skripsi karya M. Sya’roni Rofii yang berjudul “Partai AKP dan
Ideologi Islam di Turki Modern (2001-2007)”. Skripsi ini membahas tentang sepak
terjang partai AKP dalam pemilu di Turki yang mampu mengalahkan partai-partai
terdahulu yang berasaskan sekularisme mutlak™. Perbedaan skripsi ini dengan yang
ditulis oleh penulis terletak pada objek kajian, bahwa penulis lebih menitik beratkan
pada referendum yang dilakukan oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan dan pemerintah
Turki untuk menentukan system pemerintahan Turki kedepannya.

Kedua, skripsi karya Gunarto yang berjudul “Pengaruh AKP (Adelet Ve
Kalkinma Partisi) Terhadap Lembaga Legislatif Turki (The Grand National
Assembly) Tahun 2007-2011". Skripsi ini membahas tentang keberhasilan partai AKP
yang bernuansa Islam di kalangan negara sekuler yang mampu berkuasa di parlemen
Turki (TGNA) dan menduduki kursi terbanyak di parlemen®!. Perbedaan skripsi ini
dengan yang ditulis oleh penulis terletak pada pembahasan pokok masalahnya,
bahwasanya-pada skripsitersebut lebih menekankan pada pengaruh-serta sepak terjang
partai AKP yang mampu merajai dalam tatanan parlemen, sedangkan skripsi ini lebih
menekankan pada aspek penjelasan lebih fanjut mengenai beberapa pasal yang di ubah

dalam referendum Turki, sehingga menjadi polemik di tatanan pemerintahan Turki.

%M. Sya’roni Rofii, “Partai AKP dan Ideologi Islam di Turki Modern (2001-2007),” skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008)

" Gunarto, “Pengaruh AKP (Adelet Ve Kalkinma Partisi) Terhadap Lembaga Legislatif Turki
(The Grand National Assembly) Tahun 2007-2011”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2014,
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Ketiga, skripsi karya A. Miftahul Amin yang berjudul “Pengaruh Adelet Ve
Kalkinma Partisi (AKP) Dalam Transformasi Turki”. Skripsi ini membahas tentang
pengaruh partai AKP terhadap sistem politik Turki dan dampak yang signifikan dalam
konteks perpolitikan di Indonesia’. Berbeda dengan skripsi ini, bahwasanya partai
politik di skripsi penulis ini tidak begitu di singgung secara detail, melainkan bentuk
pemerintahan Turki yang dirombak besar-besaran oleh Presiden Recep Tayyip
Erdogan dalam referendum Turki di tahun 2017.

Keempat, skripsi karya Mia Christanti yang berjudul “Upaya Turki Masuk
Kedalam Keanggotaan Uni Eropa”. Skripsi ini membahas tentang keinginan Turki
untuk masuk kedalam Uni Eropa sejak mengajukan permohonan yang diluluskan pada
tanggal 12 September 1963, sejak saat itu Turki terus berusaha agar bisa diterima
menjadi anggota Uni Eropa’®. Perbedaan yang terdapat pada skripsi ini terletak pada
metodologi penelitiannya. Skripsi diatas menggunakan teori hukum internasional
sedangkan penulis menggunakan teori siyasah Syar’iyah dan siyasah Dusturiyyah,
dimana sebuah realita dikupas menggunakan hukum islam walaupun tidak
menghilangkan.muatan umumnya.

Kelima, skripsi karya Ahmad Junaidi yang berjudul “Kebijakan Politik Recep
Toyyib Erdogan dan Islamisme Turki’Kontemporer”. Skripsi ini membahas tentang

alur perubahan suatu bentuk pemerintahan Negara yang semula berbentuk sekularisme

2 A. Miftahul Amin, “Pengaruh Adelet Ve Kalkinma Partisi (AKP) Dalam Transformasi Turki”,
skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

> Mia Christanti, “Upaya Turki Masuk Kedalam Keanggotaan Uni Eropa”, skripsi Fakultas limu
Sosial dan llmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, 2004.
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menjadi islamisme atas keinginan masyarakat islam di Negara Turki'®. Sebenarnya
tidak jauh berbeda dengan tujuan penulis dalam menulis skripsi ini, yang bermula
ingin menegakkan kembali wajah Islam di tubuh Turki walaupun sekarang Turki
bukan lagi Negara islam seutuhnya, akan tetapi pergerakan sekularisme masih tetap
menyeliputi dalam tubuh militer turkey. Terbukti dalam aksi kudeta yang di luncurkan
oleh militer turki kurang lebih selama empat kali, tak lain untuk menegakkan faham
sekularisme yang telah didirikan olen Mustafa Kemal yang di dukung oleh militer
turki. Akan tetapi perbedaan yang mencolok dari skripsi ini adalah faham islam yang
di bangun oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan semula sudah mengakar pada
masyarakat turki dan penulis hanya menelisik lebih dalam pada bentuk pemerintahan
Turki yang semula berupa parlementer berubah menjadi presidensil.

Keenam, skripsi karya Afdal Lailatul Qadri yang berjudul “Kebijakan
Pemblokiran Media Massa Oleh Recep Toyyib Erdogan Di Turki”. Skripsi ini
membahas tentang langkah Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam mengendalikan
informasi di Turki dengan melalui pemblokiran media massa yang menurutnya banyak
membawa pengaruh. buruk. bagi kehidupan. masyarakat .Turki..serta mengancam
berlangsungnya sistem pemerintahan Turki®®. Yang menjadi perbedaan dengan skripsi
ini adalah peran media masa pada skripsi ini-hanya sebagai data pelengkap, bukan

sebagali topik utama yang harus di teliti secara mendalam.

1 Ahmad Junaidi, “Kebijakan Politik Recep Toyyib Erdogan dan Islamisme Turki Kontemporer”,
skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

> Afdal Lailatul Qadri, “Kebijakan Pemblokiran Media Massa Oleh Recep Toyyib Erdogan Di
Turki”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
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Ketujuh, jurnal karya lzzatunnisa Galih Widyasari yang berjudul “Sekularisme
dan Kehidupan Politik di Negara Turki Modern”. Dalam jurnal ini membahas tentang
masa Turki dari awal mula pemerintahan Mustafa Kemal, pembentukan partai politik
setelah pemerintahan Mustafa Kemal dan dinamika dalam pemerintahan Presiden
Recep Tayyip Erdogan saat ini‘®. Yang menjadi perbedaannya adalah penerapan
referendum Presiden Recep Tayyip Erdogan yang sempat menjadi polemik internal di
Negara Turki.

Kedelapan, buku karya Komaruddin Hidayat dalam pengantar buku karangan
Binnaz Toprak dengan judul *“Islam dan Perkembangan Politik di Turki”.
Menyebutkan bahwa, islam di Turki menjadi factor utama bagi para pencalon partai
politik. Tak heran partai politik di Turki banyak sekali yang menggunakan wajah
islam untuk menarik simpatisme masyarakat Turki yang membutuhkan islam dapat
tumbuh lagi seperti masa kekhilafahan Ustmani (Ottoman)*’. Perbedaannya terletak
pada islam yang menjadi factor utama adanya partai politik maupun asas-asas
keislaman atau yang sering disebut dengan islam sebagai partai politik di Negara turki.
Sedangkan penulis. menempatkan islam sebagai agama yang.rohmatal lil “‘alamin yang
tidak harus nampak di muka publik tetapi tertanam di hati setiap masyarakat Turki

dalam bernegara.

¢ 1zzatunnisa Galih Widyasari, “Sekularisme dan Kehidupan Politik di Negara Turki Modern”,
jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Sastra Indonesia Universitas Indonesia, 2016

7 Toprak, Binnaz, “Islam dan Perkembangan Politik di Turki”, penerjemah Karsidi Diningrat R,
Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.
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Kesembilan, buku karya H.A. Mukti Ali yang berjudul “Islam dan Sekularisme
di Turki Modern”. Menerangkan bahwa problematika di Turki sangat menarik bagi
kalangan penulis dari Negara barat, yang banyak menerbitkan buku-buku dengan
berbahasa Turkik. Dalam karangannya, H.A. Mukti Ali banyak menyinggung
mengenai Turki pada masa Mustafa Kemal yang mencetuskan faham sekularisme
dengan berkiblat ke barat yang kemudian banyak menimbulkan gejolak didalam
Negara Turki tersebut. Tak luput pula membahas mengenai perkembangan Turki masa
modern yang membuat cengang di antara banyak Negara di dunia'®. Perbedaan dengan
skripsi ini yaitu upaya dari Presiden Recep Tayyip Erdogan yang berusaha memotong
alur sekularisme yang dipertahankan oleh tubuh militer Turki dengan cara merubah
sistem pemerintahan Turki dari parlementer menjadi presidensil.

Kesepuluh, skripsi karya Meilinda Sari Yayusman yang berjudul “Upaya Turki
dalam Memenuhi the Copenhagen Criteria sebagai Syarat Keanggotaan Uni Eropa”.
Skripsi ini membahas tentang upaya Turki untuk masuk kedalam Uni Eropa agar
Negara Turki dapat di cantumkan dalam keanggotaan Uni Eropa®®. Dengan alasan
sebagian wilayahnya masuk kedalam area Uni. Eropa, walaupun_hanya. sebagian kecil
dari luasnya wilayah pemerintahan Negara Turki. Perbedaandengan skripsi ini,

penulis menggaris bawahi pada objek kajiannya.

18 Ali, A, Mukti, Haji, “Islam dan Sekularisme di Turki Modern”, Jakarta: Djambatan, 1994.

¥ Meilinda Sari Yayusman, “Upaya Turki dalam Memenuhi the Copenhagen Criteria sebagai
Syarat Keanggotaan Uni Eropa”, skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta, 2015.
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E. Kerangka Teoritik
1. Teori Siyasah Syar’iyyah

Secara etimologi siyasah Syar’iyyah berasal dari kata Syara’a yang berarti
sesuatu yang bersifat Syar’i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang
bersifat syar’i. Secara terminologis menurut Ibnu Agil adalah sesuatu tindakan yang
secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari
kerusakan?.

Dari definisi siyasah yang dikemukakan lbnu 'Aqil di atas mengandung
beberapa pengertian. Pertama , bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk
kepentingan orang banyak. Ini menunjukan bahwa siyasah itu dilakukan dalam
konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas
dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu
bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang
lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal
seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan.
Ketiga, siyasah itu dalam wilayahijtihadi, yaitu dalam urusan-urusan publik yang
tidak ada dalil gath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan
imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam siyasah yang sering
digunakan adalah pendekatan giyas dan maslahat mursalah . Oleh sebab itu, dasar

utama dari adanya siyasah Syar’iyyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam

% \Wahbah zuhaily, “Ushul Figh” kuliyat da’wah al Islami (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997),
him. 89.
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diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan
menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak
terdapat dalam al Qur'an dan Sunnah secara eksplisit**

Dengan demikian, penulis akan menggunakan pendekatan Maslahah Mursalah
dalam mengupas problematika di Turki dalam hal ini mengenai referendum Turki.

Kata Maslahah memiliki dua arti, yaitu; pertama: Maslahah berarti manfa’ah
baik secara timbangan kata yaitu sebagai masdar, maupun secara makna. Kedua :
Maslahah fi’il (kata kerja) yang mengandung ash-Shalah yang bermakna an-naf’u.
Adapun teori maslahah ditinjau dari segi etimologis, berasal dari kata bahasa arab

“4alas” merupakan bentuk tunggal ( mufrad ) dari kata "zl=" yang berarti sesuatu

yang baik dan yang mengandung manfaat. Maslahah merupakan lawan dari keburukan
atau kerusakan dan di dalam bahasa arab maslahah sering pula disebut dengan “ ) sall

< ” yaitu yang baik dan benar.

Secara terminologis, terdapat beberapa definisi maslahah yang dikemukakan
ulama usul figh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung_ esensi yang sama. Imam
al-Ghazali,  mengemukakan bahwa pada prinsipnya maslahah adalah mengambil
manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’.
Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan
syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan

manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara’. Jamaluddin

*Y A.Djazuli, Figh Siydsah, edisi revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), him. 29.
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Abdurrahman menyebutkan maslahah dengan pengertian yang lebih umum yang
dibutuhkan itu ialah semua yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan

maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi maslahah itu ialah terciptanya
kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang
bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai
kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia. Selain itu, Imam
al-Gazali mendefinisikan maslahah ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat

atau menolak kemudharatan”.

Dari beberapa definisi di atas, esensi dari maslahah yang dimaksudkan adalah
kemaslahatan yang menjadi tujuan syara’ bukan kemaslahatan yang semata-mata

berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja.

Dengan demikian, maslahah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai
dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak
ada ketentuan syariat dan tidak ada ’ilat yang keluar dari syara’ yang menentukan
kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum
syara’, yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk
menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan maslahah. Tujuan
utama maslahah ialah kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga

manfaatnya.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.04.2019)



14

2. Teori Siyasah Dusturiyah

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan
memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian
secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan

membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu?.

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah
adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban

dan kemaslahatan serta mengatur keadaan®.

Sedang kata “dusturi” berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah
seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam
perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota
kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke
dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/
pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan
hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik
yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi)*.

Maka penulis akan mengupasnya dengan alat Musyawarah yang ada pada teori
Siyasah Dusturiyyah dalam mengetahui alur pembahasan perundang-undangan di

Turki.

2 Muhammad Igbal, Figh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2001), him. 3.

2 Ibid, him. 4

** Ibid, him. 154
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Istilah musyawarah berasal dari kata 3,4 . la adalah masdar dari kata kerja
Syawara-yusyawiru, yang berakar kata syin, waw, dan ra, dengan pola fa’ala. Struktur
akar kata tersebut bermakna pokok “menampakkan dan menawarkan sesuatu” Dari
makna terakhir ini muncul ungkapan syawartu fulanan fi amri (aku mengambil
pendapat si Fulan mengenai urusanku).

Pendapat senada mengemukakan bahwa musyawarah pada mulanya bermakna
“mengeluarkan madu dari sarang lebah”. Makna ini kemudian berkembang sehingga
mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain
(termasuk pendapat). Karenanya, kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan
untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, musyawarah diartikan sebagai: pembahasan bersama dengan maksud
mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Selain itu dipakai juga kata
musyawarah yang berarti berunding dan berembuk.

Dalam susunan kemasyarakatan, prinsip musyawarah ditegakkan sesuai
dengan azas hukum yang mendasari sistem demokrasi. Tetapi musyawarah itu sendiri
tidak terikat-oleh komunitas-yang sifatnya pasif (pemerintahan atau kenegaraan) saja,
ia menyentuh segala aspek yang menyangkut kepentingan bersama, bukan masalah
yang telah menjadi ketetapan-Tuhan.

Karena persoalan-persoalan yang telah ada petunjukannya dari Tuhan secara
tegas dan jelas, baik langsung maupun melalui nabi Nya, tidak dapat

dimusyawarahkan. Musyawarah hanya dilakukan pada hal-hal yang belum ditentukan
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petunjuknya, serta persoalan—persoalan kehidupan duniawi baik yang bersifat global
maupun tanpa petunjuk yang mengalami perkembangan dan perubahan.

Musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib ditetapkan dalam
kehidupan sosial umat Islam. Syura memang merupakan tradisi Arab pra Islam yang
sudah turun-temurun. Oleh Islam tradisi ini dipertahankan karena syura merupakan
tuntutan abadi dari kodrat manusia sebagai mahluk sosial.

Kata “syura” atau dalam bahasa Indonesia menjadi “Musyawarah”
mengandung makna segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain
(termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian
yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia. Dengan demikian, keputusan
yang diambil berdasarkan Syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi

kepentingan kehidupan manusia.

Musyawarah merupakan kata kunci yang semua orang Indonesia tidak hendak
menolak. Bagi orang Islam, menerima azas musyawarah untuk membangun mufakat
adalah perkara agidah. Karena ungkapan itu adalah petunjuk suci yang termaktub
dalam kitabullah.  Bagi semua orang -Indonesia, musyawarah adalah wahana
konstitusional untuk mewujudkan azas kerakyatan atau demokrasi. Musyawarah untuk
mufakat adalah bentuk kongkrit dari forum perumusan konsensus yang berhikmat
kebijaksanaan bukan sembarang konsensus yang bisa melenceng menjadi kesepakatan

itu “deal” yang mengacu pada Self Interest atau transaksi kepentingan semata—mata.
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Melalui musyawarah setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan
kepentingan suatu rakyat dapat ditemukan dalam satu jalan keluar yang sebaik baiknya
setelah semua pihak mengemukakan pandangan dan pikiran, mereka wajib patuh oleh
pemegang negara supaya ia dalam membuat suatu keputusan dapat mencerminkan

pertimbangan-pertimbangan dan bijaksana untuk kepentingan umum.
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan
(library research) dengan melihat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai
kebijakan Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam merubah konstitusi Turki dari
system parlemen menuju ke presidensil. Dengan menggunakan sumber buku, jurnal,
naskah, maupun artikel yang terkait.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif-analisis. Deskriptif-analisis adalah
mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikannya, mengklasifikasikannya dan
menggambarkan, menguraikan data yang tampak berkaitan dengan tema yang diteliti,
kemudian menganalisanya secara_mendalam_dan komprehensif sehingga memperoleh

makna dibalik fakta tersebut.?®

Dengan demikian, penulis akan mengumpulkan data terkait dasar pemikiran

Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam melakukan konstitusi referendum Turki serta

» Nyoman Kutha Ratna, “Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan llmu Sosial Humaniora
Pada Umumnya)”, cet. Ke- 1, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), him 338.
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tahapan referendumnya, kemudian data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan

teori Siyasah Syar’iyaah dan Siyasah Dusturiyyah.
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normative-filosofis, yang
menjadi fokus kajian dari penelitian ini yakni kebijakan referendum Turki oleh
Presiden Recep Tayyip Erdogan. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang
dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hokum, norma, kemudian
mengkaji buku-buku, jurnal dan ketentuan perundang-undangan yang telah ada dalam
relefansinya dengan masalah yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu secara literatur dengan
menelaah skripsi, jurnal, buku, artikel ilmiah, serta Undang-Undang yang berkaitan
dengan kebijakan Presiden Recep Tayyip Erdogan mengenai referendum konstitusi
Turki. Serta buku-buku yang berkaitan dengan teori Siyasah Syar’iyyah dan Siyasah
Dusturiyyah.

5. Analisis Data

Analisis.. data-dalam-—penelitian. ini. menggunakan -analisis data kualitatif.
Penyusun mengkualifikasikan data-data yang bersifat umum kemudian diambil
kesimpulan yang bersifat khusus. Data yang telah diperoleh disusun dan

dideskripsikan dengan menganalisis Referendum Turki Oleh Presiden Recep Tayyip
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Erdogan. Dengan demikian penulis dapat memudahkan untuk menganalisis
permasalahan tersebut dangan teliti.
G. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka peneliti membagi

skripsi ini ke dalam lima bab pembahasan. Sistematika pembahasan tersebut

diantaranya sebagai berikut :

Bab satu, adalah pendahuluan yang berisi : latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas dan menjelaskan mengenai arti dan makna referendum
secara umum, teori Siyasah Syar’iyyah dan Siyasah Dusturiyyah kemudian
referendum dalam Islam yang pernah terjadi, maupun hal-hal yang mirip dengan
referendum dalam dunia Islam.

Bab ketiga, membahas tentang referendum Turki di era Presiden Recep Tayyip
Erdogan yang di_dalamnya _terdapat, beberapa aspek yang. .membahas mengenai
Demokrasi Turki, Turki pada masa Presiden Recep Tayyip Erdogan awal, referendum
oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Bab empat, membahas tentang referendum Presiden Recep Tayyip Erdogan
dalam kaca mata Siyasah Syar’iyyah dan Siyasah Dusturiyyah, yang di dalamnya akan
menjelaskan referendum sebagai langkah preventif menyelamatkan Turki dan legalitas

referendum Turki oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan.
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Bab lima, merupakan bab akhir dan penutup dari skripsi ini, yang terdiri dari
kesimpulan penelitian serta saran-saran dari keseluruhan pembahasan yang telah

diuraikan sebelumnya.
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PENUTUP
A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi dasar pemikiran Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam
melakukan referendum konstitusi Turki adalah merupakan salah satu langkah
preventif yang ia lakukan dalam keadaan darurat guna menyelamatkan Turki dari aksi
arogansi militer pada saat itu, yang dapat mengancam kemaslahatan serta keamanan
warga Turki. Langkah tersebut sejalan dengan konsepsi Siyasah Syar’iyah yang pada
hakikatnya kemaslahatan umat adalah faktor utama yang harus di wujudkan oleh
seorang pemimpin.

Pandangan Siyasah Dusturiyyah dalam mengupas tahapan yang di tempuh
Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam merealisasikan rancangan referendumnya yaitu
dimulai dengan masuknya proposal pada tanggal 10 Desember 2016 ke parlemen,
dengan jumlah awal sebanyak 20 proposal rancangan amandemen yang kemudian
pada tanggal 30 Desember 2016 parlemen memangkasnya menjadi 18 proposal
sekaligus mengesahkan. rancangan tersebut sebagai. referendum sah di Turki.
Pemungutan suara parlemen dimulai pada 9 Januari 2017, dengan putaran pertama
pemungutan suara selesai pada 15 Januari 2017. Putaran kedua pemungutan suara
selesai pada 20 Januari 2017, dengan semua amandemen yang diusulkan disetujui.
Sedang pemungutan suara di masyarakat dilaksanakan pada tanggal 16 April 2017 dan
dinyatakan berhasil. Pasalnya masyarakat Turki berpendapat bahwa perubahan itu

diperlukan untuk Turki yang kuat dan stabil, dengan alasan bahwa presiden eksekutif

95
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akan mengakhiri pemerintahan koalisi yang tidak stabil yang telah mendominasi

politik Turki sejak 1960-an hingga 2002.

B. Saran

Setelah selesai melakukan penelitian dan kesimpulan dengan menggunakan
teori Siyasah Syar’iyah dan Siyasah Dusturiyyah terhadap Referendum Turki di Era
Presiden Recep Tayyip Erdogan, penulis setuju bahwa suatu kebebasan berpendapat
dan beraksi dalam suatu Negara yang demokrasi itu sah-sah saja, karena pemerintah
menjamin akan hal itu dalam undang-undang nya. Tetapi penulis juga akan
memberikan saran akan lebih baik lagi apabila kebebasan tersebut dapat digunakan
dengan bijak dan sejalan dengan tujuan bernegara. Dimana sebagai warga Negara baik
itu sipil, aparat Negara maupun warga biasa bisa mengemukakan pendapatnya guna
mendukung dalam bentuk bela Negara agar lebih maju dan mampu bersaing di ranah
internasional, bukan malah mengerogoti pilar-pilar keamanan serta kemaslahatan

dalam suatu Negara.

Demikian skripsi, yang .berjudul. Referendum. Turki di_Era Presiden Recep
Tayyip Erdogan menurut kaca mata Siyasah Syar’iyah dan Siyasah Dusturiyyah yang
dapat penulis kemukakan. Pembahasannya tentu saja masih jauh'dari kata sempurna,

karena setiap manusia pasti mempunyai kekurangan masing-masing.
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Penulis sangat berharap kritik dan saran yang konstruktif dari berabagai pihak
agar dapat dilakukan perbaikan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi

semua yang membaca.
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LAMPIRAN

Dokumen asli Referendum Turki yang telah disahkan

11 Subat 2017 CUMARTESI Resmi Gazete Sayi : 29976

KANUN
TURKIYE CUMHURIYETiI ANAYASASINDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN

Kanun No. 6771 Kabul Tarihi: 21/01/2017

MADDE 1 — 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayili Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasinin 9 uncu maddesine
“bagimsiz” ibaresinden sonra gelmek tlizere “ve tarafsiz” ibaresi eklenmistir.

MADDE 2 — 2709 sayili Kanunun 75 inci maddesinde yer alan “ besylizelli ™ ibaresi “ altiyiiz ” seklinde

degistirilmigtir.
MADDE 3 — 2709 sayili Kanunun 76 nc1t maddesinin birinci fikrasinda yer alan “ Yirmibes ” ibaresi “
Onsekiz ” seklinde, ikinci fikrasinda yer alan “yiikiimlii oldugu askerlik hizmetini yapmamus olanlar,” ibaresi

“askerlikle iligigi olanlar,” seklinde degistirilmistir.

MADDE 4 — 2709 sayili Kanunun 77 nci maddesi basligiyla birlikte asagidaki sekilde degistirilmistir.

“C. Turkiye Biiyiik Millet Meclisi ve Cumhurbaskaninin se¢im dénemi

MADDE 77 — Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi ve Cumhurbagkanlig1 se¢imleri bes yilda bir ayni giinde yapilir.

Siiresi biten milletvekili yeniden segilebilir.

Cumhurbaskanlig1 se¢iminde birinci oylamada gerekli cogunlugun saglanamamasi halinde 101 inci maddedeki
usule gore ikinci oylama yapilir.”

MADDE 5 — 2709 sayili Kanunun 87 nci maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir.

“MADDE 87 — Tiirkiye Biiylik Millet Meclisinin gérev ve yetkileri, kanun koymak, degistirmek ve kaldirmak;
biitce ve kesinhesap kanun tekliflerini goriismek ve kabul etmek; para basilmasina ve savas ilanina karar vermek;
milletleraras1 andlasmalarin onaylanmasini uygun bulmak, Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi iiye tamsayisinin beste {i¢
¢ogunlugunun karar1 ile genel ve 6zel af ilanina karar vermek ve Anayasanin diger maddelerinde 6ngoriilen yetkileri
kullanmak ve gorevleri yerine getirmektir.”

MADDE 6 — 2709 sayili Kanunun 98 inci maddesi agagidaki sekilde degistirilmis ve kenar bagligi metinden
¢ikarilmisgtir.

“MADDE 98 — Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi; Meclis arastirmasi, genel goriisme, Meclis sorusturmasi ve
yazili soru yollartyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanir.

Meclis arastirmast, belli bir konuda bilgi edinmek i¢in yapilan incelemeden ibarettir.

Genel goriisme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Tirkiye Biiyiik Millet Meclisi
Genel Kurulunda goriistilmesidir.

Meclis sorustutmasi, Cumhurbaskani yardimcilar: ve bakanlar hakkinda 106 nc1 maddenin besinci, altinct ve
yedinci fikralari uyarinca yapilan sorusturmadan ibarettir.

Yazili soru, yazili olarak en ge¢ onbes giin iginde cevaplanmak {izere milletvekillerinin, Cumhurbagkani
yardimcilar ve bakanlara yazili olarak soru sormalarindan ibarettir.

Meclis arastirmasi, genel goriisme ve yazili soru Onergelerinin verilme sekli, icerigi ve kapsami ile arastirma
usulleri Meclis Ictiiziigii ile diizenlenir.”

MADDE 7 - 2709 sayili Kanunun 101 inci maddesi basgligiyla birlikte asagidaki sekilde degistirilmistir.

“A. Adaylik ve se¢imi

MADDE 101 — Cumhurbagkani, kirk yasmi doldurmus, yiiksekdgrenim yapmis, milletvekili segilme
yeterliligine sahip Tiirk vatandagslari arasindan, dogrudan halk tarafindan segilir.

Cumhurbagkaninin gorev siiresi bes yildir. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbagkani segilebilir.
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Cumhurbaskanliina, siyasi parti gruplari, en son yapilan genel secimlerde toplam gegerli oylarin tek basina
veya birlikte en az yiizde besini almis olan siyasi partiler ile en az yiizbin segmen aday gosterebilir.

Cumhurbagkani segilen milletvekilinin Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi iiyeligi sona erer.

Genel oyla yapilacak segimde, gegerli oylarin salt cogunlugunu alan aday, Cumhurbaskam segilir. Ilk
oylamada bu ¢ogunluk saglanamazsa, bu oylamayi izleyen ikinci pazar giinii ikinci oylama yapilir. Bu oylamaya, ilk
oylamada en ¢ok oy almus iki aday katilir ve gecerli oylarin ¢ogunlugunu alan aday, Cumhurbaskani segilir.

Ikinci oylamaya katilmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle segime katilmamasi halinde;
ikinci oylama, bosalan adayligin birinci oylamadaki siraya gore ikame edilmesi suretiyle yapilir. Ikinci oylamaya tek
adayin kalmasi halinde, bu oylama referandum seklinde yapilir. Aday, gegerli oylarin salt gogunlugunu aldig: takdirde
Cumbhurbaskani se¢ilir. Oylamada, adaym gegerli oylarmn ¢ogunlugunu alamamasi halinde, sadece Cumhurbaskani
secimi yenilenir.

Se¢imlerin tamamlanamamasi halinde, yenisi goreve baslayincaya kadar mevcut Cumhurbaskaninin gorevi
devam eder.

Cumhurbaskanligi se¢imlerine iliskin diger usul ve esaslar kanunla diizenlenir.”

MADDE 8 — 2709 sayili Kanunun 104 {incii maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir.

“MADDE 104 — Cumhurbagkani Devletin basidir. Yiiriitme yetkisi Cumhurbaskanina aittir.

Cumbhurbaskani, Devlet baskan: sifatryla Tirkiye Cumhuriyetini ve Tiirk Milletinin birligini temsil eder;
Anayasanin uygulanmasini, Devlet organlarimin diizenli ve uyumlu ¢alismasini temin eder.

Gerekli gordiigii takdirde, yasama yilmin ilk giinii Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisinde agilis konugmasini yapar.

Ulkenin i ve dis siyaseti hakkinda Meclise mesaj verir.

Kanunlari yayimlar.

Kanunlari tekrar goriisiilmek tizere Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisine geri gonderir.

Kanunlarin, Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi I¢tiiziigiiniin tiimiiniin veya belirli hiikiimlerinin Anayasaya sekil
veya esas bakimindan aykir1 olduklari gerekgesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davasi agar.

Cumbhurbaskani yardimeilari ile bakanlar: atar ve gorevlerine son verir.

Ust kademe kamu yoneticilerini atar, gorevlerine son verir ve bunlarim atanmalarina iliskin usul ve esaslar
Cumbhurbaskanlig1 kararnamesiyle diizenler.

Yabanct devletlere Tiirkiye Cumbhuriyetinin temsilcilerini gonderir, Tiirkiye Cumbhuriyetine gonderilecek
yabanci devlet temsilcilerini kabul eder.

Milletleraras1 andlagmalari onaylar ve yayimlar.

Anayasa degisikliklerine iliskin kanunlart gerekli gordiigii takdirde halkoyuna sunar.

Milli giivenlik politikalarmi belirler ve gerekli tedbirleri alir.

Tiirkiye Biiyiikk Millet Meclisi adima Turk Silahli Kuvvetlerinin Bagkomutanligini temsil eder.

Tiirk Silahli Kuyvvetlerinin kullanilmasina karar verir.

Siirekli hastalik, sakathik ve kocama sebebiyle kisilerin cezalarimi hafifletir veya kaldirir.

Cumhurbaskani, yiiriitme yetkisine iliskin konularda Cumhurbagkanhgi kararnamesi ¢ikarabilir. Anayasanin
ikinci kisminin birinci ve ikinci bélimlerinde yer alan temel haklar, kisi haklari ve 6devleriyle dordiincii bolimde yer
alan siyasi haklar ve 6devler Cumhurbaskanligi kararnamesiyle diizenlenemez. Anayasada miinhasiran kanunla
diizenlenmesi Ongoriillens konularda Cumhurbagkanligr kararnamesi cikarlamaz:- Kanunda agik¢a diizenlenen
konularda Cumhurbaskanligi kararnamesi ¢ikarilamaz. Cumhurbaskanligi kararnamesi ile kanunlarda farkli hiikkiimler
bulunmas: halinde, kanun hiikiimleri uygulanir. Tiirkiye Biiyiikk Millet Meclisinin ayni konuda kanun ¢ikarmasi
durumunda, Cumhurbagkanligi kararnamesi hiikiimsiiz hale gelir.

Cumbhurbagkani, kanunlarin uygulanmasini saglamak iizere ve bunlara aykiri olmamak sartiyla, yonetmelikler
cikarabilir.

Kararnameler ve yonetmelikler, yayimdan sonraki bir tarih belirlenmemigse, Resmi Gazetede yayimlandiklar
giin ytiriirliige girer.

Cumhurbaskani, ayrica Anayasada ve kanunlarda verilen se¢gme ve atama gorevleri ile diger gérevleri yerine
getirir ve yetkileri kullanir.”

MADDE 9 — 2709 sayili Kanunun 105 inci maddesi bagligiyla birlikte asagidaki sekilde degistirilmistir.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.04.2019)



“E. Cumhurbagkaninin cezai sorumlulugu

MADDE 105 — Cumhurbaskan: hakkinda, bir su¢ isledigi iddiasiyla Tiirkiye Biiyilk Millet Meclisi iiye
tamsayisinin salt cogunlugunun verecegi Onergeyle sorusturma agilmasi istenebilir. Meclis, Onergeyi en geg bir ay
icinde goriisiir ve iiye tamsayisinin beste ii¢iiniin gizli oyuyla sorusturma agilmasina karar verebilir.

Sorusturma agilmasina karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, gii¢leri oraninda komisyona
verebilecekleri iiye sayisinin ii¢ kat1 olarak gosterecekleri adaylar arasindan her siyasi parti i¢in ayr1 ayri ad ¢ekme
suretiyle kurulacak onbes kisilik bir komisyon tarafindan sorusturma yapilir. Komisyon, sorusturma sonucunu belirten
raporunu iki ay i¢inde Meclis Baskanligina sunar. Sorusturmanin bu siirede bitirilememesi halinde, komisyona bir
aylik yeni ve kesin bir stire verilir.

Rapor Baskanliga verildigi tarihten itibaren on giin icinde dagitilir, dagitimindan itibaren on giin i¢inde Genel
Kurulda goriisiiliir. Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi, liye tamsayisinin {igte ikisinin gizli oyuyla Yiice Divana sevk karari
alabilir. Yiice Divan yargilamasi ii¢ ay i¢inde tamamlanir, bu siirede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak iizere
ii¢ aylik ek siire verilir, yargilama bu siirede kesin olarak tamamlanir.

Hakkinda sorusturma agilmasina karar verilen Cumhurbaskani, se¢cim karari alamaz.

Yiice Divanda se¢ilmeye engel bir sugtan mahkim edilen Cumhurbaskanimnin gérevi sona erer.

Cumbhurbaskaninin gorevde bulundugu siirede isledigi iddia edilen suglar icin gorevi bittikten sonra da bu
madde hiikmii uygulanir.”

MADDE 10 — 2709 sayili Kanunun 106 nc1 maddesi basligiyla birlikte asagidaki sekilde degistirilmistir.

“F. Cumhurbaskan1 yardimcilari, Cumhurbaskanina vekalet ve bakanlar

MADDE 106 — Cumhurbagkani, segildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaskani yardimeisi atayabilir.

Cumhurbaskanligi makaminin herhangi bir nedenle bosalmasi halinde, kirkbes giin i¢inde Cumhurbaskani
secimi yapilir. Yenisi segilene kadar Cumhurbagkant yardimeisi Cumhurbaskanligina vekalet eder ve
Cumbhurbaskanina ait yetkileri kullanir. Genel se¢ime bir y1l veya daha az kalmussa Tiirkiye Biiyliik Millet Meclisi
secimi de Cumhurbaskan1 sec¢imi ile birlikte yenilenir. Genel seg¢ime bir yildan fazla kalmissa segilen Cumhurbagkani
Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi se¢im tarihine kadar gérevine devam eder. Kalan siireyi tamamlayan Cumhurbaskani
acisindan bu siire donemden sayilmaz. Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi genel secimlerinin yapilacag: tarihte her iki
secim birlikte yapilir.

Cumbhurbaskaninin hastalik ve yurt digina ¢ikma gibi sebeplerle gecici olarak gorevinden ayrilmasi hallerinde,
Cumbhurbaskani yardimeisi Cumhurbaskanina vekalet eder ve Cumhurbaskanina ait yetkileri kullanir.

Cumhurbaskani yardimeilart ve bakanlar, milletvekili secilme yeterliligine sahip olanlar arasindan
Cumbhurbaskani tarafindan atanir ve gorevden alinir. Cumhurbaskan: yardimcilart ve bakanlar, 81 inci maddede yazili
sekilde Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi oniinde andigerler . Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi {iyeleri, Cumhurbagkani
yardimcisi veya bakan olarak atanirlarsa tiyelikleri sona erer.

Cumhurbaskan1 yardimecilart ve bakanlar, Cumhurbaskanina karsi sorumludur. Cumhurbaskani yardimcilart ve
bakanlar hakkinda gorevleriyle ilgili sug. isledikleri iddiasiyla, Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi iiye tamsayisinin salt
¢ogunlugunun verecegi Onergeyle sorusturma actlmast istenebilir. Meclis, dnergeyi en ge¢ bir ay iginde goriisiir ve
iiye tamsayisinin beste licliniin gizli oyuyla sorusturma agilmasina karar verebilir.

Sorusturma agilmasma karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, giicleri oraninda komisyona
verebilecekleri liye sayisinin ii¢ kati olarak gosterecekleri adaylar arasindan, her siyasi parti i¢in ayr1 ayr1 ad ¢ekme
suretiyle kurulacak onbes kisilik bir komisyon tarafindan sorusturma yapilir. Komisyon, sorusturma sonucunu belirten
raporunu iki ay i¢inde Meclis Baskanligina sunar. Sorusturmanin bu siirede bitirilememesi halinde, komisyona bir
aylik yeni ve kesin bir siire verilir.

Rapor Bagkanliga verildigi tarihten itibaren on giin i¢inde dagitilir ve dagitimindan itibaren on giin iginde
Genel Kurulda gorisiiliir. Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi, liye tamsayisinin iigte ikisinin gizli oyuyla Yiice Divana sevk
karar1 alabilir. Yiice Divan yargilamasi {i¢ ay i¢inde tamamlanir, bu siirede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak
tizere ii¢ aylik ek siire verilir, yargilama bu siirede kesin olarak tamamlanir.

Bu kisilerin goérevde bulunduklar1 siirede, gorevleriyle ilgili isledikleri iddia edilen suglar bakimindan,
gorevleri bittikten sonra da besinci, altinct ve yedinci fikra hiikiimleri uygulanir.

Yiice Divanda segilmeye engel bir sugtan mahkiim edilen Cumhurbaskan: yardimcis1 veya bakanin goérevi
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sona erer.

Cumhurbaskan1 yardimcilart ve bakanlar, gorevleriyle ilgili olmayan suglarda yasama dokunulmazligina
iliskin hiikiimlerden yararlanir.

Bakanliklarin kurulmasi, kaldirtlmasi, gérevleri ve yetkileri, teskilat yapisi ile merkez ve tasra teskilatlarinin
kurulmast Cumhurbagkanlig1 kararnamesiyle diizenlenir.”

MADDE 11 - 2709 sayili Kanunun 116 nc1 maddesi basligryla birlikte asagidaki sekilde degistirilmistir.

“H. Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi ve Cumhurbaskan1 segimlerinin yenilenmesi

MADDE 116 — Tirkiye Biiyilk Millet Meclisi, {iye tamsayisinin beste ii¢ cogunluguyla secimlerin
yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi genel se¢imi ile Cumhurbaskanligi se¢imi
birlikte yapilir.

Cumhurbaskanmin segimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi genel
secimi ile Cumhurbaskanligr se¢imi birlikte yapilir.

Cumhurbaskanmin ikinci doneminde Meclis tarafindan segimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde,
Cumbhurbaskani bir defa daha aday olabilir.

Segimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Cumhurbaskaninin yetki ve gorevleri, yeni
Meclisin ve Cumhurbaskaninin géreve baslamasina kadar devam eder.

Bu sekilde segilen Meclis ve Cumhurbaskaninin gorev siireleri de bes yildir.”

MADDE 12 - 2709 sayili Kanunun 119 uncu maddesi basligiyla birlikte asagidaki sekilde degistirilmis ve
kenar bagliklari metinden ¢ikarilmistir.

“III. Olaganiistii hal yonetimi

MADDE 119 — Cumhurbagkani; savas, savasi gerektirecek bir durumun baggostermesi , seferberlik,
ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete karsi kuvvetli ve eylemli bir kalkigsma, tilkenin ve milletin boliinmezligini igten
veya digtan tehlikeye diisliren siddet hareketlerinin yayginlagmasi, anayasal diizeni veya temel hak ve hiirriyetleri
ortadan kaldirmaya yonelik yaygin siddet hareketlerinin ortaya ¢ikmasi, siddet olaylari nedeniyle kamu diizeninin
ciddi sekilde bozulmasi, tabil afet veya tehlikeli salgin hastalik ya da agir ekonomik bunalimmn ortaya ¢ikmasi
hallerinde yurdun tamaminda veya bir bolgesinde, siiresi alt1 ay1 gegmemek iizere olaganiistii hal ilan edebilir.

Olaganiistii hal ilan1 karari, verildigi giin Resmi Gazetede yayimlanir ve ayn: giin Tiirkiye Bilyiik Millet
Meclisinin onayma sunulur.

Tiirkiye Biiyilk Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantiya cagirilir; Meclis gerekli gordiigii takdirde
olaganiistii halin siiresini kisaltabilir, uzatabilir veya olaganiistii hali kaldirabilir.

Cumbhurbaskaninin talebiyle Tiirkiye Biiyilk Millet Meclisi her defasinda dort ayr gegmemek lizere siireyi
uzatabilir. Savas hallerinde bu dort aylik siire aranmaz.

Olaganiistii hallerde vatandaslar i¢in getirilecek para, mal ve ¢alisma yiikiimliliikleri ile 15 inci maddedeki
ilkeler dogrultusunda temel hak ve hiirriyetlerin nasil sinirlanacagi veya gecici olarak durdurulacagi, hangi hiikiimlerin
uygulanacagi ve islemlerin nasil yiiriitiilecegi kanunla diizenlenir.

Olaganiistii-hallerde Cumhurbagkani; olaganiistii halin gerekli kildig1 konularda, 104iincii maddenin onyedinci
fikrasinin ikinci ctimlesinde belirtilen sinirlamalara tabi olmaksizin Cumhurbaskanhg: kararnamesi ¢ikarabilir. Kanun
hiikmiindeki bu kararnameler Resmi Gazetede yayimlanir, ayni1 giin Meclis onayina sunulur.

Savas ve miicbir sebeplerle Tiirkiye: Bilyiik - Millet Meclisinin toplanamamasi hali hari¢ olmak iizere;
olaganiistii hal sirasinda ¢ikarilan Cumhurbaskanligt kararnameleri ti¢ ay icinde Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisinde
gOrisiilir ve karara baglanir. Aksi halde olaganiistii hallerde ¢ikarilan Cumhurbaskanligi kararnamesi kendiliginden
ylriirliikten kalkar.”

MADDE 13 — 2709 sayilt Kanunun 142 nci maddesine asagidaki fikra eklenmistir.

“Disiplin mahkemeleri disinda askeri mahkemeler kurulamaz. Ancak savas halinde, asker kisilerin
gorevleriyle ilgili olarak isledikleri suglara ait davalara bakmakla gorevli askeri mahkemeler kurulabilir.”

MADDE 14 — 2709 sayilt Kanunun 159 uncu maddesinin baslig ile birinci ve dokuzuncu fikralarinda yer alan
“Yiiksek” ibareleri madde metninden ¢ikarilmis; iki, ti¢, dort ve besinci fikralar1 agsagidaki sekilde degistirilmis; altinct
fikrasinda yer alan “asil” ibaresi madde metninden ¢ikarilmis; dokuzuncu fikrasinda yer alan “kanun, tiiziik,
yonetmeliklere ve genelgelere” ibaresi “kanun ve diger mevzuata” seklinde degistirilmistir.
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“Hakimler ve Savcilar Kurulu onii¢ iiyeden olusur; iki daire halinde ¢alisir.

Kurulun Bagkani Adalet Bakanidir. Adalet Bakanligi Miistesar1 Kurulun tabii {iyesidir. Kurulun, ii¢ iiyesi
birinci sif olup, birinci sinifa ayrilmay gerektiren nitelikleri yitirmemis adli yarg: hakim ve savcilari arasindan, bir
iyesi birinci smuf olup, birinci sinifa ayrilmay:r gerektiren nitelikleri yitirmemis idari yargi hakim ve savcilar
arasindan Cumhurbagkaninca; ii¢ iiyesi Yargitay iyeleri, bir iiyesi Danistay iiyeleri, ii¢ liyesi nitelikleri kanunda
belirtilen yiiksekogretim kurumlarinin hukuk dallarinda gérev yapan dgretim iiyeleri ile avukatlar arasindan Tiirkiye
Biiyiik Millet Meclisi tarafindan segilir. Ogretim iiyeleri ile avukatlar arasindan segilen {iyelerden, en az birinin
Ogretim iiyesi ve en az birinin de avukat olmasi zorunludur. Kurulun Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi tarafindan
secilecek iiyeliklerine iliskin bagvurular, Meclis Baskanligina yapilir. Baskanlik, basvurulart Anayasa ve Adalet
Komisyonlar1 Uyelerinden Kurulu Karma Komisyona gonderir. Komisyon her bir iiyelik i¢in i adayi, iiye
tamsayisinin iigte iki cogunluguyla belirler. Birinci oylamada aday belirleme isleminin sonuglandirilamamasi halinde
ikinci oylamada iiye tamsayisinin beste ii¢ gogunlugu aranir. Bu oylamada da aday belirlenemedigi takdirde, her bir
iyelik i¢in en ¢ok oyu alan iki aday arasinda ad ¢ekme usulii ile aday belirleme islemi tamamlanir. Tiirkiye Biiyiik
Millet Meclisi, Komisyon tarafindan belirlenen adaylar arasindan, her bir iiye i¢in ayri ayri gizli oyla se¢im yapar.
Birinci oylamada iiye tamsayisinin iigte iki ¢ogunlugu; bu oylamada se¢imin sonuglandirilamamasi halinde, ikinci
oylamada iiye tamsayismin beste {i¢ gogunlugu aranir. Ikinci oylamada da iiye segilemedigi takdirde en ¢ok oyu alan
iki aday arasinda ad ¢ekme usulii ile tiye se¢imi tamamlanir.

Uyeler dort yil igin segilir. Siiresi biten iiyeler bir kez daha secilebilir.

Kurul iiyeligi se¢imi, iiyelerin gorev siiresinin dolmasindan dnceki otuz giin iginde yapilir. Segilen iiyelerin
gorev siireleri dolmadan Kurul iiyeliginin bosalmas: durumunda, bosalmay: takip eden otuz giin iginde, yeni iiyelerin
secimi yapilir.”

MADDE 15 — 2709 sayili Kanunun 161 inci maddesi baghgiyla birlikte asagidaki sekilde degistirilmistir.

“A. Biitge ve kesinhesap

MADDE 161 — Kamu idarelerinin ve kamu iktisadi tesebbiisleri disindaki kamu tiizel kisilerinin harcamalari
yillik biitgelerle yapilir.

Mali yil baslangici ile merkezi yonetim biit¢esinin hazirlanmasi, uygulanmasi ve kontrolii ile yatirimlar veya
bir yildan fazla siirecek is ve hizmetler i¢in 6zel siire ve usuller kanunla diizenlenir. Biitge kanununa, biitge ile ilgili
hiikiimler disinda higbir hiikiim konulamaz.

Cumbhurbaskani biitge kanun teklifini, mali yilbasindan en az yetmisbes giin 6nce, Tiirkiye Biiyiik Millet
Meclisine sunar. Biitce teklifi Biitce Komisyonunda goriisiilir. Komisyonun ellibes giin i¢inde kabul edecegi metin
Genel Kurulda goriisiiliir ve mali yilbasina kadar karara baglanir.

Biitge kanununun siiresinde yiiriirliige konulamamasi halinde, gegici biitce kanunu c¢ikarilir. Gegici biitge
kanununun da ¢ikartlamamast durumunda, yeni biitge kanunu kabul edilinceye kadar bir 6nceki yilin biitgesi yeniden
degerleme oranma gore artirtlarak uygulanir.

Tirkiye Biiyiik Millet Meclisi iyeleri, Genel Kurulda kamu idare butceleri hakkinda diisiincelerini her
biitgenin goriisiilmesi sirasinda agiklarlar, gider artirict veya gelirlerirazaltict 6nerilerde bulunamazlar.

Genel Kurulda kamu idare biitgeleri ile degisiklik onergeleri, lizerinde ayrica goriigme. yapilmaksizin okunur
ve oylanir.

Merkezi yonetim biitgesiyle verilen ddenek, harcanabilecek tutarim sinirmi-gosterir. Harcanabilecek tutarin
Cumbhurbaskanlig1 kararnamesiyle asilabilecegine dair biitce kanununa hiikiim konulamaz.

Cari y1l biitcesindeki ddenek artisin1 6ngéren degisiklik teklifleri ile cari ve izleyen yillarin biitgelerine mali
yiik getiren tekliflerde, ongoriilen giderleri karsilayabilecek mali kaynak gosterilmesi zorunludur.

Merkezi yonetim kesinhesap kanunu teklifi, ilgili oldugu mali yilin sonundan baslayarak en geg alt1 ay sonra
Cumhurbaskan: tarafindan Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisine sunulur. Sayistay genel uygunluk bildirimini, iligkin
oldugu kesinhesap kanun teklifinin verilmesinden baglayarak en ge¢ yetmisbes giin icinde Meclise sunar.

Kesinhesap kanunu teklifi ve genel uygunluk bildiriminin Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisine verilmis olmast,
ilgili yila ait Sayigtayca sonuglandirilamamis denetim ve hesap yargilamasini 6nlemez ve bunlarin karara baglandigi
anlamina gelmez.

Kesinhesap kanunu teklifi, yeni y1l biitce kanunu teklifiyle birlikte goriisiiliir ve karara baglanir.”
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MADDE 16 — 2709 sayili Kanunun;

A) 8 inci maddesinde yer alan “ve Bakanlar Kurulu”; 15 inci maddesinin birinci fikrasinda, 17 nci maddesinin
dordiincii fikrasinda ve 19 uncu maddesinin besinci fikrasinda yer alan “, sikiyénetim”; 88 inci maddesinin birinci
fikrasinda yer alan “Bakanlar Kurulu ve”, ikinci fikrasinda yer alan “tasar1 ve”; 93 {incli maddesinin ikinci fikrasinda
yer alan “, dogrudan dogruya veya Bakanlar Kurulunun istemi {izerine,”; 125 inci maddesinin ikinci fikrasinda yer
alan “Cumhurbaskanimin tek basmna yapacag: islemler ile Yiiksek Askeri Suranin kararlar yarg: denetimi disindadir.
Ancak, ” ve altinci fikrasinda yer alan “sikiyonetim,”; 148 inci maddesinin birinci fikrasinda yer alan “, sikiyonetim”,
altinct fikrasinda yer alan “, Askeri Yargitay, Askeri Yiiksek Idare Mahkemesi” ve “Yiiksek”, yedinci fikrasinda yer
alan “ile Jandarma Genel Komutani”; 153 iincii maddesinin dordiincii fikrasinda yer alan “tasar1 veya”; 154 {incii
maddesinin ikinci fikrasinda yer alan “Yiiksek™; 155 inci maddesinin ikinci fikrasinda yer alan “Basbakan ve Bakanlar
Kurulunca gonderilen kanun tasarilary,” ve “tliziik tasarilarini incelemek,”, liglincii fikrasinda yer alan “Yiiksek”
ibareleri madde metinlerinden ¢ikarilmustir.

B) 73 iincii maddesinin dordiincii fikrasinda yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaskanina”; 78
inci maddesinin bashigi “D. Se¢imlerin geriye birakilmasi ve ara seg¢imler”; 117 nci maddesinin ikinci fikrasinda yer
alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaskani”; 118 inci maddesinin birinci fikrasinda yer alan “Bagbakan,
Genelkurmay Baskani, Basbakan yardimcilary,” ibaresi “Cumhurbaskan: yardimcilar,”, “Kara, Deniz ve Hava
Kuvvetleri Komutanlar1 ve Jandarma Genel Komutanindan™ ibaresi “Genelkurmay Baskani, Kara, Deniz ve Hava
kuvvetleri komutanlarindan”, {igiincii fikrasinda yer alan “Bakanlar Kuruluna™ ibaresi “Cumhurbaskanina”, “Bakanlar
Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaskaninca”, doérdiincii fikrasinda yer alan “Basbakan” ibaresi “Cumhurbagkant
yardimcilar1”, besinci fikrasinda yer alan “Basbakanin” ibaresi “Cumhurbaskani yardimcisinin®, altiner fikrasinda yer
alan “kanunla” ibaresi “Cumhurbaskanlig1 kararnamesiyle™; 123 tincii maddesinin iigiincii fikrasinda yer alan “ancak
kanunla veya kanunun agikca verdigi yetkiye dayanilarak” ibaresi “kanunla veya Cumhurbaskanligi kararnamesiyle”;
124 {incii maddesinin birinci fikrasinda yer alan “Basbakanlik” ibaresi “Cumhurbaskani” ve “tiiziiklerin” ibaresi
“Cumhurbagkanligi kararnamelerinin”; 127 nci maddesinin altinci fikrasinda yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi
“Cumhurbagkaninin; 131 inci maddesinin ikinci fikrasinda yer alan “ve Bakanlar Kurulunca” ibaresi “tarafindan”;
134 iincii maddesinin birinci fikrasinda yer alan “Basbakanliga” ibaresi “Cumhurbaskaninin gérevlendirecegi bakana™;
137 nci maddesinin birinci fikrasinda yer alan “tiiziik” ibaresi “Cumhurbaskanligi kararnamesi’’; 148 inci maddesinin
birinci fikrasinda yer alan “kanun hitkmiinde kararnamelerin’ ibareleri “Cumhurbagkanligi kararnamelerinin”, altinci
fikrasinda yer alan “Bakanlar Kurulu iiyelerini” ibaresi “Cumhurbaskan: yardimeilarini, bakanlari”; 149 uncu
ibaresi “on”; 150 nci maddesinde yer alan “kanun hiikmiindeki

13 2

maddesinin birinci fikrasinda yer alan “ oniki
kararnamelerin” ibaresi “Cumhurbaskanligi kararnamelerinin” ve “iktidar ve anamuhalefet partisi Meclis gruplari ile
Tirkiye Biyiik Millet Meclisi” ibaresi “Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisinde en fazla tiyeye sahip iki siyasi parti grubuna
ve”; 151 inci maddesi ile 153 iincli maddesinin t¢linct fikrasinda yer alan “kanun hiikmiinde kararname” ibareleri
“Cumhurbagkanligi kararnamesi”’; 152 nci maddesinin birinci fikrasi ile 153 {incii maddesinin ikinci fikrasinda yer
alan “kanun hiikmiinde kararnamenin” ibareleri “Cumhurbaskanligi kararnamesinin”; 158 inci maddesinin birinci
fikrasinda yer alan “adli, idari ve askeri” ibaresi “adli veridari”; 166 ne1 maddesinin dérdiineii fikrasinda yer alan
“hiikiimete” ibaresi “Cumhurbaskanina’; 167 nci maddesinin ikinci fikrasinda yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi
“Cumhurbagkanina” seklinde degistirilmistir.

C) 89 uncu maddesinin igiincii-fikrasmda yer alan “geri gonderilen kanunu’ibaresinden sonra gelmek iizere
“liye tamsayisinin salt gogunluguyla™ ve 117 nci maddesinin iiciincit fikrasinin bagina “Cumhurbagkaninca atanan”
ibareleri eklenmistir.

() 108 inci maddesinin birinci fikrasina “inceleme,” ibaresinden 6nce gelmek {izere “idari sorusturma,” ibaresi
eklenmis; ikinci fikrasinda yer alan “Silahli Kuvvetler ve” ibaresi madde metninden ¢ikarilmus; iigiincii fikrasinda yer
alan “liyeleri ve liyeleri icinden Baskani, kanunda belirlenen nitelikteki kisiler arasindan,” ibaresi “Baskan ve iiyeleri,”
seklinde ve dordiincii fikrasinda yer alan “kanunla” ibaresi “Cumhurbaskanligi kararnamesiyle” seklinde
degistirilmistir.

D) 146 nc1 maddesinin birinci fikrasinda yer alan “ onyedi ” ibaresi “ onbes ™ seklinde degistirilmis, Gigiincii
fikrasinda yer alan “, bir iiyeyi Askeri Yargitay, bir iiyeyi Askeri Yiiksek Idare Mahkemesi” ibaresi ile dérdiincii
fikrasinda yer alan , Askeri Yargitay, Askeri Yiiksek Idare Mahkemesi” ibareleri madde metninden gikarilmustir.
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E) 82 nci maddesinin ikinci fikrasinin ikinci climlesi, 96 nc1 maddesinin ikinci fikrasi, 117 nci maddesinin
dordiincii ve besinci fikralari, 127 nci maddesinin {igiincii fikrasinin ikinci ciimlesi, 150 nci maddesinin birinci
fikrasinin son ciimlesi ile 91, 99, 100, 102, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 122, 145, 156, 157, 162,
163 ve 164 tincii maddeleri yiiriirliikten kaldirilmistir.

MADDE 17 — 2709 sayili Kanuna asagidaki gecici madde eklenmistir.

“GECICI MADDE 21 — A) Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisinin 27'nci Yasama Dénemi milletvekili genel segimi
ve Cumhurbaskanligi secimi 3/11/2019 tarihinde birlikte yapilir. Secimin yapilacag: tarihe kadar Tiirkiye Biiyiik
Millet Meclisi tiyeleri ve Cumhurbaskaninin gérevi devam eder. Meclisin se¢im karari almasi halinde, 27'nci Yasama
Donemi milletvekili genel se¢imi ve Cumhurbaskanligi se¢imi birlikte yapilir.

B) Bu Kanunun yayimi tarihinden itibaren en ge¢ alt1 ay icinde Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi, bu Kanunla
yapilan degisikliklerin gerektirdigi Meclis Igtiiziigii ~degisikligi ile diger kanuni diizenlemeleri yapar.
Cumhurbagkanligi kararnamesiyle diizenlenecegi belirtilen degisiklikler ise Cumhurbagkaninin goreve baglama
tarihinden itibaren en geg alt1 ay icinde Cumhurbagkani tarafindan diizenlenir.

C) Anayasanin 159 uncu maddesinde yapilan diizenlemeye gére Hakimler ve Savcilar Kurulu tiyeleri en geg
otuz giin i¢inde secilirler ve bu Kanunun yiiriirliige girdigi tarihten sonraki kirkinci giinii takip eden is giinil
gorevlerine baglarlar. Bagvurular, bu maddenin yiiriirliige girdigi tarihten itibaren bes giin i¢inde Tiirkiye Biiyiik Millet
Meclisi Bagkanligia yapilir. Baskanlik, basvurulari Anayasa ve Adalet Komisyonlar1 Uyelerinden Kurulu Karma
Komisyona gonderir. Komisyon on giin iginde her bir iiyelik igin li¢ aday1 liye tamsayisinin tigte iki ¢ogunluguyla
belirler. Birinci oylamada {igte iki ¢ogunlukla se¢imin sonug¢landirilamamas: halinde, ikinci ve {igiincli oylamalar
yapilir; bu oylamalarda iiye tamsayisinin beste {i¢ ¢ogunlugunun oyunu alan aday se¢ilmis olur. Beste ii¢ ¢ogunlugun
saglanamamasi halinde ti¢ilincii oylamada en ¢ok oyu almis olan, segilecek iiyelerin iki kati1 aday arasindan ad ¢ekme
usulii ile iiye belirleme islemi tamamlanir. Tiirkiye Biiyilk Millet Meclisi Genel Kurulu ayni usul ve nisaplari
gozeterek onbes giin iginde secimi tamamlar. Mevcut Hakimler ve Saveilar Yiiksek Kurulu iiyeleri, yeni iiyelerin
goreve baglayacagi tarihe kadar gorevlerine devam eder ve bu siire iginde yiiriirliikkteki Kanun hiikiimlerine gore
calisir. Yeni iyeler, ilgili kanunda degisiklik yapilincaya kadar mevcut Kanunun Anayasaya aykiri olmayan
hiikiimleri uyarinca calisir. Gorevi sona eren ve Hakimler ve Savecilar Kuruluna yeniden segilmeyen iiyelerden,
talepleri halinde adli yarg: hakim ve savcilari arasindan segilenler Yargitay iiyeligine, idari yarg: hakim ve savcilari
arasindan secilenler Danistay tiyeligine Hakimler ve Saveilar Kurulunca secilir; dgretim iiyeleri ve avukatlar arasindan
secilenler ise Danistay liyeligine Cumhurbaskaninca atanir. Bu sekilde yapilan se¢im ve atamalarda bos kadro olup
olmadigina bakilmaz, secilen ve atanan iiye sayist kadar Yargitay ve Danistay kadrolarina iiye kadrosu ilave edilir.

D) Askeri Yargitay ve Askeri Yiiksek Idare Mahkemesinden Anayasa Mahkemesi iiyeligine secilmis bulunan
kisilerin herhangi bir sebeple gorevleri sona erene kadar tiyelikleri devam eder.

E) Bu Kanunun yiiriirliige girdigi tarih itibaryla Askeri Yargitay, Askeri Yiiksek Iidare Mahkemesi ve askeri
mahkemeler kaldirilmustir,

Bu Kanunun yiiriirliige girdigi tarihten itibaren dort ay icinde; Askeri Yargitay ve Askeri Yiiksek Idare
Mahkemesinin askerithakim sinifindan Baskan, Bassavei, ikinci Baskan veiiyeleri ile-diger askeri hakimler (yedek
subaylar harig) tercihleri ve miiktesepleri dikkate alinarak;

a) Hakimler ve Savcilar Kurulunca adli veya idari yargida hakim veya savci olarak atanabilirler.

b) Aylik, ek gosterge, 6denek; yargi-6denegi; ek 6deme, mali, sosyal hak ve yardimlar ile diger haklari
yoniinden emsali adli veya idari yargiya mensup hakim ve savcilar, bunlarin disindaki hak ve yikiimlilikler
yoniinden ise bu Kanunun yiiriirliige girdigi tarihteki mevzuat hitkiimleri uygulanmaya devam edilmek suretiyle Milli
Savunma Bakanliginca mevcut simiflarinda, Bakanlik veya Genelkurmay Baskanliginin hukuk hizmetleri kadrolarina
atanirlar. Bunlardan, emeklilik hakkini elde edenlerden yas haddinden once bu gorevlerden kendi istekleriyle
ayrilacaklara 6denecek tazminata iliskin usul ve esaslar kanunla diizenlenir.

Kaldirilan askeri yargi mercilerinde goriilmekte olan dosyalardan; kanun yolu incelemesi asamasinda olanlar
ilgisine gore Yargitay veya Danistaya , diger dosyalar ise ilgisine gore gorevli ve yetkili adli veya idari yargi
mercilerine dort ay iginde gonderilir.

F) Bu Kanunun yiiriirliige girdigi tarihte yiiriirlikte bulunan kanun hiikmiinde kararnameler, tiiziikler,
Bagbakanlik ve Bakanlar Kurulu tarafindan c¢ikarilan yonetmelikler ile diger diizenleyici islemler yiiriirliikten
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kaldirilmadikga gegerliligini siirdiiriir. Yiirirlikte bulunan kanun hiikmiinde kararnameler hakkinda 152 nci ve 153
iincii maddelerin uygulanmasina devam olunur.

G) Kanunlar ve diger mevzuat ile Basbakanlik ve Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler, ilgili mevzuatta
degisiklik yapilincaya kadar Cumhurbagkani tarafindan kullanilir.

H) Anayasanin 67 nci maddesinin son fikrasi hiikmii, bu Kanunun yiiriirliige girdigi tarihten sonra birlikte
yapilacak ilk milletvekili genel se¢imi ile Cumhurbagkanligi se¢imi bakimindan uygulanmaz.”

MADDE 18 — Bu Kanun ile Anayasanin;

a) 8, 15,17, 19, 73, 82, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113
iincli maddelerinde yapilan degisiklikler ile 114 {incli maddenin ikinci ve ligiincii fikralarinin ilgalar1 yoniinden, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ve 125 inci maddelerinde yapilan degisiklikler ile 127 nci maddenin son
fikrasina dair degisiklik; 131, 134, 137 nci maddelerinde yapilan degisiklikler ile 148 inci maddenin birinci
fikrasindaki degisiklik ile altinci fikrasindaki “Bakanlar Kurulu {iyelerini” ibaresine dair degisiklik, 150, 151, 152,
153, 155 inci maddenin ikinci fikrasi, 161, 162, 163, 164, 166 ve 167 nci maddelerinde yapilan degisiklikler ile gegici
21 inci maddenin (F) ve (G) fikralari, birlikte yapilan Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi ve Cumhurbagkanligi se¢imleri
sonucunda Cumhurbaskaninin géreve basladig tarihte,

b) 75, 77, 101 ve 102 nci maddelerinde yapilan degisiklikler, birlikte yapilacak ilk Tiirkiye Biiyiik Millet
Meclisi ve Cumhurbaskanligi se¢imlerine iliskin takvimin bagladigi tarihte,

¢) Degistirilen diger hiikiimleri ile 101 inci maddesinin son fikrasinda yer alan “Cumhurbagkan1 segilenin,
varsa partisi ile ilisigi kesilir” ibaresinin ilgas1 bakimmdan yayimu tarihinde,

yiiriirliige girer ve halkoyuna sunulmasi halinde tiimiiyle oylanir.

10/02/2017
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